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Abstract 
I· 1, ,I lid)' examines the potential syner!!J between central and local government 
•·• ,,, 11' in Indonesia. The conceptual anafysis goes around the synergy on the policy 
· ··"'"11(1!,. the central-local government budget, investment policies, and inflation 
• ••:·•111(1', policies. The spirits rif Sustainable development and the harmO'!)' rif central 
,.,.;!om/ policies are used as a conceptual framework to discuss the related issues. The 
. ·, ,,, 'i',J' in planning is the first important issue in harmonizing the central and local 
, '1 m111ent policies. The synergy on budget is crucial in supporting the implementation 
• r•l.mning. The synergy in investment policies might attract foreign investment as well 
,, ,/o111estic investment, whereas the synergy in inflation targeting maintains a stable 
•.i/, of inflation. 
", lll'lirds: synergy, central and local government policies, investment policies, inflation 
f./1;:1'1111,1', 
I'ENDAHULUAN 
Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah merupakan isu 
I'' nting setelah dijalankannya otonomi daerah. Untuk menjamin 
1., ~darasan arah, diperlukan adanya sinergi. Kebijakan dacrah diharapkan 
o!IL'lljadi komplemen bagi kebijakan pusat. Begitu pula, kebijakan pusat 
.ldurapkan juga mengatasi permasalahan di daerah. Kebijakan pusat 
,,, nting untuk mengarahkan. Sementara, kebijakan daerah penting untuk 
,,, ningkatan potensi daerah dan pengembangannya. Karena itu, 
I '>c >rdinasi dan sinergi menjadi suatu keharusan untuk menciptakan 
1, hijakan yang terarah dan "membumi". Usaha untuk mensinergikan 
I, hijakan pusat dan daerah telah dilakukan oleh pemerintah melalui rapat 
l.nja presiden tahun 2010 dan 2012 (RKP, 2012). 
Harmonisasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai aspek. 
\~pck hukum, aspek sosial, aspek keamanan, dan aspek ekonomi 
•ncnjadi penting untuk sinergi kebijakan. Tulisan ini berfokus pada aspek 
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l'knnnmi dari potensial sinergi yang bisa dilakukan antar pusat dan 
d.11·r.•h .. \spck ckonomi menjadi penting karena outcomes dari sebuah 
kl'hiJ;Ikan hiasanya berbentuk ukuran ekonomi yang dicapai. eba .1 
t ~>llt~>h, sinergi dalam kebijakan investasi terukur dari banyaknya jumlah 
dan nilai investasi yang terjadi selama kebijakan dijalankan. Den 
dcmikian, aspek ekonomi menjadi penting dalam kajian sinergi kebij t'tkan. 
Sinergi kebijakan perlu diarahkan pada pencapaian tuj uan 
pcmbangunan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan yang sinergi 
menciptakan arah kebijakan makro berdasarkan fenomena mikro yang 
ada di daerah. Perspektif Mezo-ekonomi menjadi penting dalam sinergi 
ini. Harapannya, kebijakan makro yang dihasilkan pusat dan daerah 
'dirajut' dari kebutuhan mikro di daerah. Sehingga pelaku ekonomi 
sampai tingkat mikro merasakan dampak kebijakan tersebut. 
SINERGI DAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN 
Dalam pencapaian tujuan pembangunan, keberhasilan diukur 
dari kinerja pembangunan nasional. Secara umum, kinerja pembangunan 
nasional merupakan agregasi dari kinerja pembangunan daerah. Karena 
itu, keberhasilan pembangunan daerah memberikan sumbangsih secara 
langsung bagi pembangunan nasional. Gambar 1 memperlihatkan kinerja 
pembangunan nasional dari agregasi kinerja pembangunan daerah. 
Dengan demikian, sinergi yang baik dari kebijakan 
pembangunan tingkat nasional dan tingkat daerah dapat menjamin 
tercapainya kinerja pembangunan nasional dan kinerja pembangunan 
daerah secara terintegrasi. 
Sinergi kebijakan pusat dan daerah, apabila dilihat dari perspektif 
ekonomi, dapat dibagi dalam em pat kategori besar: (1) smergt 
perencanaan kebijakan, (2) sinergi perencanaan anggaran, (3) smergt 
kebijakan investasi, dan (4) sinergi kebijakan penanggulangan inflasi. 
Gambar 2 memperlihatkan rerangka analisis pada kajian ini. 
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Gambar 1. Kinerja Pembangunan Nasional dan Kinerja 
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Gambar memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan 
ri.ISional adalah hasil agregasi dari kinerja pembangunan daerah. Kinerja 
l'nnbangunan propinsi merupakan hasil agregas1 dari kinerja 
l'l'll1 bangunan kabupaten/ kota. 
Sinergi kebijakan sebaiknya dimulai dari sinergi perencanaan 
1.. 1·hijakan (Gambar 2) sebagai dasar bagi pelaksanaan kebijakan di semua 
wktor. Sinergi perencanaan kebijakan perlu diikuti dengan sinergi 
J'l'r<.:ncanaan anggaran. Keselarasan perencanaan kebijakan dan 
J'l'I'Cncanaan anggaran secara langsung akan mendorong ketepatan 
1 •l'ncapaian sasaran pembangunan. Dasar perencanaan anggaran 
·• 1·harusnya berpedoman pada perencanaan kebijakan. Sebagai tonggak 
11tama sinergi kebijakan pusat dan daerah, sinergi perencanaan anggaran 
pt-rlu dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan berbagai 
.1~pek, yang secara lebih detail akan didiskusikan pada bagian D dalam 
1 ulisan ini. 
Sinergi kebijakan ekonomi dapat dilakukan dalam dua sektor, 
, ;titu sektor riil dan sektor moneter. Di sektor riil, sinergi kebijakan 
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pemerintah pusat dan daerah difokuskan pada kebijakan investasi. Oa 
sektor moneter, kebijakan penanggulangan inflasi menjadi hal yan~ 
krusial untuk ditangani secara 'kompak' oleh pemerintah pusat cbn 
pemerintah daerah. 
Gambar 2. Rerangka Analisis Sinergi Kebijakan Pusat dan Dae rah 
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SINE.RGI PERENCANAAN KEBUAKAN 
Sumber: Dikompilasi oleh penulis dari berbagai sumber. 
SINERGI PERENCANAAN KEBIJAKAN 
Sinergi perencanaan kebijakan diperlukan untuk memastikan 
sasaran kebijakan yang seirama antara pusat dan daerah. Menurut hasil 
rapat kerja presiden (RKP, 2012), terdapat setidaknya lima alasan penting 
diperlukannya kebijakan perencanaan kebijakan. Pertama, sinergi 
perencanaan kebijakan memperkuat koordinasi antar pelaku 
pembangunan di pusat dan daerah. Dengan adanya perencanaan bersama 
yang bersinergis, koordinasi yang baik dapat dimungkinkan karena arah 
kebijakan menjadi selaras. 
Kedua, sinergi perencanaan kebijakan menjamin terciptanya 
integrasi dan sinkronisasi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, 
antar fungsi pemerintahan, dan antar pusat dan daerah. Adanya sinergi 
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prH·ncanaan kebijakan memungkinkan arah dan target pencapa1an 
hangunan nasional dan pembangunan daerah secara selaras. Sinergi 
khijakan yang baik akan memperkuat kesamaan arah pelaksanaan 
pc-mhangunan antar daerah, antar fungsi pemerintahan, dan antar pusat 
dan daerah. Kebijakan pusat umumnya bersifat grand strategi dan 
JCilcral, sementara kebijakan daerah lebih bersifat komplemen terhadap 
Jfand strategi dengan memasukan keunikan masing-masing daerah. 
Ketiga, sinergi perencanaan kebijakan menjamin keterkaitan dan 
~~ •nsistensi an tara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
f'ICngawasan. Perencanaan kebijakan yang sinergis antar daerah dan antar 
l'usat dan daerah memungkinkan kesatuan dan kekuatan searah dalam 
unplementasi dan pengawasan. Adanya perencanaan yang sinergi 
mmjamin pelaksanaan kebijakan tercapai dan berkesinambungan, baik 
untuk tujuan pembangunan daerah maupun untuk tujuan pembangunan 
nasional. 
Alasan penting keempat diperlukannya smergi perencanaan 
kl"bijakan adalah optimalisasi partisipasi masyarakat di semua tingkatan 
pcmerintahan. Arah kebijakan yang selaras menyebabkan tidak ada pihak 
\';mg merasa kepenringannya terabaikan. Perencanaan yang disinergikan 
antar pusat dan daerah memungkinkan lapisan masyarakat daerah 
mcrasakan keterlibatannya. Kebutuhan daerah yang unik juga tercermin 
dalam perencanaan yang sinergis, sehingga seriap lapisan masyarakat baik 
di tingkat pusat maupun tingkat daerah mendapatkan manfaatnya ketika 
rcncana tersebut diimplementasikan. 
Alasan kelima yang ridak kalah pentingnya adalah sinergi 
pcrencanaan kebijakan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya 
sccara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dikarenakan sifatnya yang 
sinergis, kebijakan yang direncanakan pasti memasukan keunikan dan 
potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Akibatnya, penggunakan 
sumberdaya yang tersedia di daerah dapat dipergunakan untuk 
membangun daerah bersangkutan. Sebagai contoh, daerah yang memiliki 
potensi dalam perikanan dapat memfokuskan perencanaan kebijakan ke 
arah pengembangan sector perikanan, dengan mengacu pada grand 
strategi yang digariskan pemerintah pusat. 
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Kelima alasan utama inilah yang merupakan faktor pendoron,~-t 
diperlukannya sinergi perencanaan kebijakan. Perencanaan yang bai k 
memberikan dasar pijakan yang kuat untuk perencanaan anggaran dan 
pelaksanaan kebijakan. Menurut Shah dan Thompson (2004) . 
perencanaan kebijakan dapat secara bottom-up maupun top-down dan 
penerapan kebijakan dapat dilakukan secara "big-bang' atau "gradua/isnl'. 
Namun, pilihan tentang metode mana yang cocok, tergantung pada 
karakteristik negara (Crane, 2006). 
Upaya sinergitas perencanaan kebijakan yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah antara lain (RKP, 2012): (1) sinergi berbagai dokumen 
perencanaan kebijakan pembangunan, seperti sinergi antara Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan · 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sinergi antara Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD); (2) sinergi dalam penerapan target pembangunan; (3) 
sinergi dalam standardisasi indikator pembangunan, antar lembaga 
kementerian dan satuan perangkat kerja daerah; (4) sinergi dalam 
pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang 
lengkap dan akurat, baik antar pusat dan daerah maupun antar daerah; 
(5) sinergi dalam kebijakan investasi dan perijinan investasi antar pusat 
dan daerah; (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Dari 
upaya sinergitas perencanaan ini, dapat memberikan potensi kuat untuk 
implementasi yang baik dan pengawasan yang jelas. Sehingga dapat 
tercapai standar pelayanan minimum yang bisa dihasilkan oleh 
pemerintah dan layanan publik (Roudo dan Saepudin, 2008) 
SINERGI PERENCANAAN ANGGARAN 
Sinergi perencanaan anggaran dilakukan dalam upaya 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Beberapa bentuk 
perimbangan keuangan yang dijalankan saat ini adalah: (1) Dana Alokasi 
Umum (DAU); (2) Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) Dana Bagi Hasil 
(DBH); (4) Dana Otonomi l<husus (Otsus). Sinergi perencanaan 
anggaran dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional 
dan kebutuhan daerah (Shah et a/., 2012). Dengan adanya dana 
38 SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH: KAJIAN DARI SIS! EKONOMl 
p..rimbangan, kebutuhan daerah dapat terdanai dengan tetap berpegang 
J•.ula grand strategy nasional. 
DAU merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran 
l'l'lldapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk daerah 
..rnnom, baik propinsi dan kabupaten/kota, sebagai dana pembangunan. 
1>.\U bertujuan sebagai media pemerataan kemampuan keuangan antar 
,l,,crah, sehingga daerah yang kecil dari segi pendapatan daerah dapat 
'1·1idaknya mengejar ketinggalan pembangunan dibandingkan daerah 
l.unnya. Nilai nominal DAU yang dialokasikan tidak sama antar daerah, 
rngantung dari berbagai faktor, diantaranya jumlah penduduk dan luas 
"1layah. Alokasi DAU mulai dijalankan sejak pelaksanaan otonomi 
dacrah melalui Undang-undang nomor 25 tahun 1999. Karena sifatnya 
1 .1ng berupa dana untuk pembangunan daerah, sinergi anggaran menjadi 
prnting untuk pemerataan pembangunan antar daerah. 
DAK adalah dana alokasi dari pemerintah pusat ke pemerintah 
.bcrah untuk membiayai kegiatan khusus di daerah, yang bersesuaian 
dl'llgan prioritas nasional. Beda halnya dengan DAU, DAU difokuskan 
pada kegiatan daerah yang khusus dikembangkan oleh daerah 
hnsangkutan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah berkaitan 
dl'llgan peningkatan efektivitas DAK, diantaranya: (1) sinergi 
pcrcncanaan DAK antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat 
dcngan satuan perangkat pelaksana pada tingkat daerah, supaya 
pcngelolaan DAK meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat; (2) 
111cmberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola DAK 
.1gar terjamin efektivitas program; (3) menstandarkan petunjuk 
pl'laksanaan teknis yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga, 
't·hingga sejalan dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan 
1 ang berlaku. Ketiga upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
.dokasi anggaran dan sumberdaya. 
Meskipun alokasi dana telah dilakukan oleh pusat ke daerah, 
1 r:msfer dana dari pusat ke daerah masih belum cukup untuk 
l't·ngembangan daerah. Karena itu, basil alokasi anggaran melalui 
l't·rimbangan keuangan belum bisa dikatakan berhasil karena daerah 
:nasih banyak bergantung pada sumberdaya alam yang tersedia di 
, l:1crahnya (Smoke dan Lewis, 1999; Silver, 2003; Pepinsky dan Wihardja, 
VY~Ilhl 39 
.'Oil). :\amun lkmikian, sinergi perencanaan anggaran setidaknya telah 
llll'lllh.uHu danah dalam pembiayaan implementasi kebijakan da . h 
(l tuns, 200S). 
SINERGI KEBIJAKAN DAN PERIJINAN INVESTASI 
Sinergi perencanaan dan sinergi anggaran diperlukan sebag:u 
pondasi dan tiang utama sinergitas pusat dan daerah. Namun demikian, 
sinergi perencanaan perlu diikuti dengan sinergi pelaksanaan kebijakan. 
Berbagai bentuk sinergi pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan, yang 
meliputi berbagai bidang. Pada bagian ini dan bagian selanjutnya, sine.rgJ 
pelaksanaan kebijakan difokuskan pada bidang ekonomi, mencakup 
sinergi pelaksanaan kebijakan investasi dan sinergi pelaksanaan kebija knn 
pengendalian inflasi. 
Sinergi kebijakan investasi yang baik menggabungkan antara 
kebijakan investasi di tingkat pusat dan perijinan investasi di daerah. 
Pemerintah pusat mengatur kebijakan investasi yang bersifat umum, 
holisitk, dan mempertimbangkan keunggulan masing-masing daerah. 
Sementara, penJinan inves~asi di daerah perlu memperhatikan 
keunggulan komparatif daerah dan mengacu pada kebijakan pusat yang 
telah ditetapkan. Kebijakan pennpnan daerah diharapkan tidak 
bertumpang-tindih dengan kebijakan investasi pusat, sehingga lingkung 
investasi Indonesia menjadi menarik dan potensial untuk penanaman 
modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). 
Sinergi antara kebijakan investasi pusat dan perijinan investasi daerah 
mendorong terciptanya suasana investasi yang dinamis. Tentu saja, 
kebijakan perijinan investasi daerah merupakan komplementer dari 
kebijakan investasi pusat yang bersifat tidak saling meniadakan dan 
interdependensi (Brodjonegoro dan Asanuma, 2000; Menkoekuin, 
2011a). 
Sinergi kebijakan investasi perlu dilengkapi dengan infrastruktur 
yang memadai. Penyediaan infrastuktur dan fasilitas yang berkualitas 
meningkatkan suasana investasi dan kenyamanan berinvestasi. Menurut 
World Bank (2012), beberapa fasilitas penting yang perlu ditingkatkan 
kualitasnya untuk menaikan ranking iklim kemudahan berinvestasi adalah 
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~~tim ra\·a, dermaga, bandar udara, transportasi, dan akses ke daerah-
.... 1.1!1 renting. 
Pada 2011, Indonesia telah di-rating sebagai negara dengan 
,., .. tmmt grade oleh Japan Credit Rating Agency dan Fitch Ratings 
, \kn koekuin, 2011 b). Beberapa institusi rating internasional lainnya 
mnnhcrikan predikat "satu level di bawah investment grade" (Tabel 1). 
llo~,il pemeringkatan ini menunjukan bahwa iklim investasi Indonesia 
~·makin baik dan kondusif. Dunia internasional menjadi semakin positif 
tr'IH mnya terhadap iklim investasi Indonesia. 
Semakin baiknya peringkat Indonesia dalam iklim 
'"' ,·stasi menjadikan Indonesia menjadi satu dari sepuluh negara yang 
l'·'ling menarik untuk investasi. Berdasarkan laporan UNCTAD (2010), 
l11.lonesia menduduki posisi kesembilan sebagai negara yang paling 
nH narik bagi investor (Tabel 2). Indonesia berada diperingkat yang lebih 
1111)!,1..\i daripada Canada, dan berperingkat lebih tinggi daripada Vietnam, 
\h ksiko, dan Perancis. Di antara negara kawasan Asia Tenggara, 
l11donesia memperoleh posisi terbaik, dan kemudian Vietnam. Data ini 
llll'I1Unjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang menarik minat 
ul\ l'Stor. 
Tabell. Rating Iklim Investasi Indonesia oleh Beberapa Lembaga 
Rating International 
lnstitusi Rating Outlook Catatan 
''" h Ratings BBB- Stabil Investment Grade 
!.tpan Credit BBB- Stabil Investment Grade 
lt.11ing 
\~·.< ncy 
\l,,.>dy's BA1 Stabil Satu level di bawah Investment 
[,, cstor Grade 
'-• 1\'ICe 
H 11111g and BB+ Positif Satu level di bawah Investment 
:,,,,,nnanon Grade 
, ~ H 
···.111dard and BB+ Positif Satu level di bawah Investment 
~ 11 I( ) f Grade 
Sumber: i\fenkoekuin ~fenteri Koordinator Bidang Perekonomian), 2011. 
o\1\01!1\ll 
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Terdapat tiga hal utama yang menjadi kriteria pemeringkaran 
pada Tabel 2. Ketiga kriteria tersebut adalah: (1) potensi dan 
pertumbuhan pasar; (2) akses terhadap sumberdaya alam, dan (3) tenaga 
kerja trampil. Dengan ketiga kriteria ini, Indonesia merupakan negara 
yang berpotensial. Hal ini masuk akal karena besarnya jumlah pendud uk 
Indonesia dan kayanya sumberdaya alam Indonesia. 
Sinergi kebijakan dan perijinan investasi yang efektif dapat 
terlihat dari proporsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 
penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke masing-masing p r pin i 
di Indonesia. Tabel 3 memperlihatkan distribusi PMDN menurut 
propinsi pada 2011, dan Tabel 4 memperlihatkan distribusi PMA 
menurut propinsi pada 2011. 
Tabel2. Negara-Negara yang Paling Menarik Bagi Investor 
Versi UNCTAD 
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EmpaBaat: 
Tabel 3 menunjukan bahwa proporsi PMDN terbesar terjadi di 
Jawa Barat. Sementara, Jawa Timur merupakan propinsi terfavorit kedua 
bagi penanaman modal dalam negeri. Hal ini memperlihatkan bahwa 
Jawa Timur memiliki potensi besar dalam menarik PMDN, dan sinergi 
kebijakan investasi dan perijinan investasi telah mulai dijalankan dengan 
efektif. Iklim investasi yang kondusif dikarenakan sinergi kebijakan 
investasi dan potensi pasar yang besar, ditambah dengan penyediaan 
infrastruktur pendukung yang memadai, menarik investor PMDN untuk 
masuk ke J awa Timur. 
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Tabe13. Distribusi PMDN di Indonesia 2011 
(menurut Propinsi dalam%) 
) Lokasi Proporsi No. Lokasi Proporsi 
l:a'\.'t~.a Baa.t 14 73 18 Slllmateo<a Ban.t J 35 
Ta'<t•a Timut: 12. 5 19 ~pung 108 
DKI T ar..arta 12 18 20 BU>zka Biilitun:£ 0 68 
Riau 9.82 21 Sub:~~esi Ut.a£a 044 t·· K..ahtnant.an T.i:tn~.U 8.6-4 22 Bali 041 
N a.ng"oe .i~.ceh 
c Ban.tE<tl 5.66 23 Damss:Ua= 034 
Sulav:esi Selatan 5.24 24 Sula.~~E:h. B.-a.a.t 0 29 
s Kilim.ant= Tenzah 4.44 25 Sul:a,_,_ . .,,. Tenggan .J 05. 
~ Tau-a Tenzah 3.60 26 I.C= Ta...-a B=at 006 
NusaTengg~ 
Sula=esi Ten 2eah 3.45 27 BUJ~.t 006 
]atnbi 2.81 26 ::>Wub.>U~ 0.02 
Kilim.an.tan Selatan 2 9 29 Gorontalo 0.02 
S'l.Xn-.ater.a t_Ttaa 2 20 30 Bet~kulu 0.01 
_!..I. ~= B.a..::.t 1 83 31 DI Yo2:'7.karta 000 
Nusa Tenggact 
E Papua 1 81 32 Timu.:: 0.00 
16 Ket:mlauo.n Riau 180 33 ::>Wulru 000 
Sunu te<a Selat:an 1 41 
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPJ\1), 
httJ2L~\vww. bkpm.go.id, 2012 
Jika dilihat dari distribusi PMA 2011, Jawa Timur berada pada 
p• IS!Sl keempat sebagai propinsi yang mampu menarik PMA sebesar 
(,,74'%. Sarna halnya dengan PMDN, distribusi PMA yang tinggi di Jawa 
Timur menunjukan bahwa iklim investasi di propinsi ini relatif lebih 
kondusif dibandingkan propinsi lainnya, kecuali DKJ Jakarta, Jawa Barat, 
dan Banten. Kebijakan dan perijinan investasi yang baik dari pemerintah 
danah Jawa Timur yang selaras dan bersinergi dengan kebijakan investasi 
nasional merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya proporsi 
P\fA yang besar diJawa Timur. 
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No. 
I 
2 
3 
4 
s 
6 
-
6 
9 
10 
11 
12 
lJ 
14 
15 
16 
17 
T abel 4. Distribusi PMA di Indonesia 2011 
(menurut Propinsi dalam %) 
& 
Lokasi P1Dpoul No. Lok:ui 
DKl lakut~ 24-- 15 T~ws Tenl!ah 
] 2.wa B.aat 19'1 19 B:anzb Belitun2 
Bmten I US zo 2..Wuko Utaa 
ra ....... T;m,. 6.7 4 21 sw..w~si Se!atarl 
.Papua 674 22 UmP""l! 
SUDl1tea Utaa 3$7 23 ~u 
Kalim>ntut Tim.U< 3 09 24 Iliu. b:n B:ont 
Sumt.tua s..lotm 2.36 25 SUDl1teo Baat 
N =g<oe .'l.ceh 
K.a1imultar>Tetll!'ah 2."79 26 D '-='' aJ.,, 
Kalimlntan B""'t 257 ~- Tambi 
B>.li 2.48 28 Sulawesi Tong.,aa 
Nun Tenl!e:u:o Buat 2:>9 29 Gorontalo 
SW..wesiT~ 1.90 w ~.Wulm 
K2lim2ntm Seltt2n 1.40 31 Subwesi Btat 
Nusa Tenggao 
Sula"•e>i Utu::r. 113 32 Timw 
Kepulauan R.iau 1.13 33 DIYo~ 
R.iau 1.09 
Sumber: BK.PM, http: //\V"WW.bkpm.go.id, (2012). 
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003 
001 
Dengan mengamati lebih mendalam menggunakan data yang 
lebih up-to-date, Jawa Timur menarik PMDN dalam proporsi tertinggi 
selama kuartal 1, 2012 (Gambar 3). Lebih dari 19% PMDN di Indonesia 
berlokasi di Jawa Timur. Persentase ini jauh lebih tinggi daripada 
persentase J awa Barat, yang merupakan propinsi dengan proporsi 
PMDN terbesar pada tahun 2011. Bahkan DK.I Jakarta memiliki porsi 
PMDN yang lebih kecil daripada J awa Timur. 
Semakin besarnya proporsi realisasi investasi PMDN di Jawa 
Timur pada awal 2012 menunjukan semakin besarnya minat investor 
terhadap Jawa Timur. Sinergi kebijakan dan perijinan investasi yang baik 
dan semakin meningkat dapat tercermin dari proporsi realisasi PMDN 
yang besar pada kuartal1, 2012. 
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Gambar 3. Distribusi PMDN Kuartall pada 2012 
Kalima n tan Suma lt~ra 
Tcngah, 7.20'% Utar.:t , 7.20% 
Ti rn w , 11 70% 
Sumber: BKPM, http://www.bkpm.go.id, (2012). 
Apabila dilihat dari distribusi PMA, Jawa Timur merupakan 
-.tlah satu dari tujuh propinsi dengan realisasi PMA terbesar di Indonesia 
p;1da kuartal 1, 2012 (Gambar 4). Kemampuan Jawa Timur menciptakan 
1klim investasi yang baik dengan administrasi satu atap yang telah efektif 
.lijalankan, menarik rninat PMA untuk masuk ke propinsi ini. DKI 
lakarta merupakan propinsi dengan proporsi PMA terbesar di Indonesia. 
llal ini wajar karena sebagian besar fasilitas dan infrastruktur kualitas 
haik terletak di DKI Jakarta. Begitu pula dengan Jawa Barat, propinsi 
1ang terletak berdekatan dengan DKI Jakarta, dengan kualitas 
111 frastruktur yang baik dan kedekatannya secara geografis dengan pus at 
pcmerintahan. 
Meskipun PMDN dan PMA ke Indonesia secara konsisten 
mcningkat dari tahun ke tahun, beberapa hal tetap menjadi sorotan 
ll'tn baga internasional. Gam bar 5 memperlihatkan bahwa dari 15 faktor 
1 ang berhubungan dengan iklim investasi di Indonesia, birokrasi 
pcmerintah yang tidak efisien merupakan faktor utama yang perlu 
,lihenahi. K.urang memadainya penyediaan sarana infrastruktur juga 
masih menjadi sorotan. 
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Sumber: BKPM, http://www.bkpm.go.id, (2012). 
Kebijakan yang tidak stabil dan korupsi merupakan hal ke ti 
dan keempat yang menjadi sorotan investor ketika melakukan investasi di 
Indonesia. Akses terhadap pembiayaan dan aturan ketenagakerjaan y:tn 
kaku juga menjadi faktor yang lemah bagi Indonesia yang perlu 
diperbaiki dikemudian hari. Aturan pajak dan tarif pajak merupakan hal 
yang perlu diperhatikan pula oleh pemerintah apabila ingin menarik 
jumlah PMDN dan PMA yang semakin besar. 
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Gambar 5. Faktor-faktor yang Paling Bermasalah dalam Melakukan 
Investasi di Indonesia: Persepsi Investor 
c.rlmfl: iilnd th.ft 
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Sumber: World Economic Forum (2011), Global Competitiveness 
Report 2009-2010. 
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Menanggapi kekhawatiran investor seperti yang terlihat di 
(,,unbar 5, pemerintah daerah dalam sinergitas dengan pemerintah pusat, 
111.1h melakukan banyak perbaikan dalam hal efisiensi birokrasi. Tabel 5 
"'"mpcrlihatkan bahwa terdapat 13 propinsi yang telah melakukan 
h'l• •rmasi birokrasi sepanjang tahun 2011. Surabaya merupakan salah 
Wlu di antaranya yang melakukan perbaikan birokrasi dalam hal Memulai 
l '"ha dan Ijin Konstruksi. Reformasi birokrasi tersinergi antar pusat dan 
d11nah ini menjadi faktor pendukung peningkatan iklim investasi daerah. 
~llll'rgi kebijakan dan perijinan investasi menciptakan peningkatan 
llu.ditas iklim investasi, yang tentunya perlu terus dilakukan. 
Tabel5: Reformasi Birokrasi Daerah dan Pusat 
Kota 
abpap-
Banda Aceh 
Band1.mg 
Denpasar -
)li:arta 
\rakassir 
:-.ranado 
Palangk uaya 
Pale:tl'lJ:>~t'lg 
PekanbUl.l 
:,emacang 
5uraba'l'a 
s,_uakacta 
Yogyakacta 
R .. £om1ui Bi.rokrasi eli D erah 
Memu.bi U"a.ba J jin Konscruk:si 
' 
Refonnasi 
Birokro.si Pusat 
~Iemulai l:sab.a 
Sumber: Bank Dunia (2012), Doing Business in Indonesia. 
Selain reformasi birokrasi, sinergi kebijakan investasi juga 
.\ilakukan dalam hal efisiensi waktu dan biaya memulai sebuah bisnis di 
J ndonesia. Gam bar 6 memperlihatkan waktu dan biaya yang diperlukan 
•1ntuk memulai sebuah usaha di 20 kota utama di Indonesia. 
Pada Gambar 6 terlihat bahwa biaya terendah untuk memulai 
'l'buah usaha terjadi di Pontianak, dengan biaya sebesar 17,8% dari 
pmdapatan per kapita daerah. Sementara, biaya untuk memulai sebuah 
<~saha di Surabaya sebesar 23,5% dari pendapatan per kapita. Apabila 
nlo 
dihandingkan dengan biaya rata-rata memulai sebuah usaha di seluruh 
pn lpinsi di Indonesia, biaya di Surabaya sedikit lebih tinggi. Selanjutny.1, 
\1anado merupakan kota dengan biaya membuka usaha yang relaul 
paling mahal di antara 20 kota besar yang diamati, dengan bia~·a 
mencapru 30,8% dari pendapatan per kapita daerah. 
Jika dikaji dari waktu yang dibutuhkan untuk membuka sebuah 
usaha, Palangkaraya dan Gorontalo merupakan kota dengan wakru 
tercepat, hanya 27 hari (Gambar 6). Sementara, memulai sebuah usaha di 
Surabaya membutuhkan 32 hari, yang relatif lebih singkat daripada rata-
rata waktu membuka usaha secara nasional. Temuan menarik lainnya 
adalah Jakarta merupakan kota dengan waktu membuka usaha yang 
termasuk panjang, yaitu 45 hari . Hal ini cukup mengherankan mengingat 
Jakarta merupakan pusat pemerintahan. 
Gambar 6. Biaya dan Waktu untuk Memulai Sebuah Usaha di 20 
Kota Besar di Indonesia 
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Sumber: Bank Dunia (2012), Doing Business in Indonesia 2012, Laporan Penelitian 
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Berdasarkan data yang telah diungkapkan, terdapat tantangan ke 
,1, 1'·111 yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun 
I" r11nintah daerah. Lima hal penting teridentifikasi dari kajian di atas, 
uuu: (1) pemerintah pusat perlu terus menciptakan peraturan investasi 
"'11 ,1 ~ baik dan kondusif; (2) pemerintah daerah perlu terus menciptakan 
~. l•qakan perijinan yang semakin menarik dan efisien; (3) reformasi 
''"''krasi perlu terus dilakukan; (4) penyediaan infrastruktur yang 
•·•, kualitas tinggi; (5) sumberdaya manusia yang terlatih dan menguasai 
''"''' dan teknologi (lPTEK). 
SINERGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN INFLASI 
Sinergi kebijakan penanggulangan inflasi perlu dilakukan antar 
l'l"at dan daerah. Karena sifatnya yang unik, inflasi di Indonesia tidak 
lt.111\'a disebabkan oleh masalah moneter saja, tetapi juga masalah 
l''"duksi dan distribusi (Berita Wapres, 2011). Penyebab inflasi secara 
111:1kro disebabkan oleh tarikan permintaan (demand-pul~ dan dorongan 
hr :11 a (cost-push). Secara mikro di tingkat daerah, inflasi lebih ban yak 
.lr~l'babkan oleh masalah pendistribusian. Karena itu, penanggulangan 
11lilasi yang efektuf tidak hanya dilakukan di pusat, tetapi juga di daerah. 
~111crgi kebijakan penanggulangan inflasi menjadi krusial dilakukan. 
< ;:1 mbar 7 memperlihatkan secara garis besar pola sinergi kebijakan 
pl'nanggulangan inflasi yang dilakukan di Indonesia. 
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Gambar 7. Pola Sinergi Penanggulangan Inflasi di Indonesia 
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Dalam menanggapi uniknya sifat inflasi di Indonesia, pemerintah 
pusat telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (fPIP) dan Tim 
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPIP bertugas melakukan 
pengendalian inflasi di tingkat nasional, sedangkan TPID bertugas 
melakukan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Pengendalian inflasi di 
tingkat nasional mencakup pengendalian dari sisi moneter. Sementara, 
pengendalian inflasi daerah memfokuskan diri pada peningkatan kualitas 
pendistribusian dengan biaya rendah. 
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Tabel6. Inflasi di 66 Kota Besar Indonesia pada 2011 
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Sumber: Bank Indonesia (2012). 
Untuk mengkaji pentingnya sinergi pengendalian inflasi, marilah 
1nk:bih dahulu melihat inflasi tahunan di 66 kota besar di Indonesia pada 
.~1111. Tabel 6 memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi pada 2011 terjadi di 
h.t·ndari. Singkawang, Samarinda, dan Balikpapan merupakan tiga kota 
ht·sar lainnya dengan tingkat inflasi yang tinggi. Hal menarik yang dapat 
diamati dari Tabel 6 adalah: sepuluh kota dengan tingkat inflasi tertinggi 
hnada di luar Jawa. Surabaya berada pada urutan ke-13 dengan tingkat 
mllasi setinggi 4,37%. Inflasi di Surabaya berada di atas rata-rata inflasi 
nasional, sebesar 3,34%. 
'lllll 
Gambar 8. Intlasi Surabaya dan Indonesia 
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Trend inflasi di Surabaya cenderung sam a dengan trend in fhs1 
Indonesia (Gam bar 8). Ketika inflasi nasional meningkat, inflasi Surabay a 
meningkat pula. Pola inflasi yang berbeda terjadi pada Desember 201 1, 
ketika inflasi nasional meningkat, sementara inflasi Surabaya menurun. 
Dengan trend yang sama, dimungkinkan adanya sinergi yang sear:1h 
dalam pengendalian inflasi. 
Sinergi kebijakan penanggulangan inflasi dapat mencakup dua 
hal penting. Pertama, kebijakan penanggulangan inflasi makro di ti ngkar 
nasional dengan kebijakan moneter. Fungsi ini dilakukan melalui 
koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kedua, kebijakan 
penanggulangan inflasi daerah dengan memperbaiki sistem distribusi dan 
peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur, guna menekan biaya. 
Dengan sinergi yang baik, tingkat inflasi yang terjadi di tingkat daerah 
maupun di tingkat pusat akan semakin terkendali dengan baik. 
PENUTUP 
Sinergi kebijakan pusat dan daerah merupakan hal penting dalam 
pembangunan ekonorni. Sinergi kebijakan mencakup berbagai sisi, baik 
ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Tulisan ini telah mengkaji sinergi 
kcbijakan dari sisi ekonorni. Fokus utama pada sinergi perencanaan 
kebijakan, sinergi perencanaan anggaran, sinergi kebijakan investasi, dan 
sinergi kebijakan penanggulangan inflasi. Keempat aspek sinergi ini 
mcrupakan satu kesatuan yang terbentuk seperti sebuah bidang 
bangunan. 
Sinergi perencanaan kebijakan merupakan hal paling dasar dalam 
scmua sinergi kebijakan ekonorni yang akan dijalankan pemerintah. 
Sincrgi perencanaan kebijakan harus bersifat jelas dan terukur, sehingga 
mcmudahkan arab pelaksanaan dan pengawasan. Sinergi perencanaan 
dapat diwujudkan dalam empat hal, yaitu: koordinasi antar pelaku 
pcmbangunan, sinkronisasi antar fungsi pemerintahan, konsistensi 
kcbijakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. 
Sinergi perencanaan anggaran merupakan tonggak pendukung 
sincrgi pclaksanaan kebijakan. Sinergi perencanaan anggaran tercipta dari 
upaya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bentuk perimbangan 
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•• u.tngan, antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
... hu~us (DAK), 
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